
BUPATI KOLAKA

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang

Pen5aisunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah

bagi Daerah dengan Periode RPJMD berakhir Tahun

2024;

b. bahwa masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka

berakhir pada bulan januari 2024 dan Periode RPJMD

Kabupaten Kolaka berakhir Tahun 2024, maka perlu

penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten

Kolaka Tahun 2025-2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunem Daerah

Kabupaten Kolaka Tahun 2025-2026;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Teihun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1822);
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negera

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor

13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang -

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaga Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
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Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6856);

8. Peraturan Pemerinteih Nomor 17 Tahun 2017 tentang

Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1447);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020

tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

13.Keputusan Menteri Dalam Negerin Nomor 900.1.15.5-

1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan

Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
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tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 6 Tahun

2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2005-2025;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun

2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Kolaka Tahun 2023-2042;

16. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun

2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun

2024-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA

PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN

2025-2026.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka;

2. Bupati adalah Bupati Kolaka;

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Kolaka;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Kolaka;

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten Kolaka Tahun 2005-2025 yang selanjutnya

disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan

pembangunan daerah untuk periode selama tahun 2005-

2025;

6. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kolaka Tahun

2025-2026 yang selanjutnya disingkat RPD Kabupaten

Kolaka adalah dokumen Perencanaan Pembangunan

Menengah Daerah untuk Periode Tahun 2025-2026;
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7. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun

2025-2026 yang disingkat Renstra SKPD adalah

dokumen perencanaan Satuan Keija Perangkat Daerah

untuk periode selama tahun 2025-2026;

8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang

selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah

yang disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan

untuk periode selama 1 (satu) tahun;

9. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat

Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan

Kerja Perangkat Daerah yang disingkat Renja SKPD

adalah dokumen perencanaan tahunan Satuan Kerja

Perangkat Daerah;

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

RPD merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan

Menengah Daerah Tahun 2025-2026 sebagai pedoman

untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan

Daerah Tahun 2025-2026.

Pasal 3

RPD sebagaimana dimeiksud dalam Pasal 2 merupakan

dokumen yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah

kebijakan dan program prioritas yang disertai dengan

kerangka pendanaan Pembangunan dan program perangkat

daerah serta kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 4

RPD Kabupaten Kolaka Tahun 2025-2026 menjadi

pedoman :

a. Penyusunan RKPD Tahun 2025 dan Tahun 2026,

Renstra Perangkat Daerah periode 2025-2026, Renja

Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Tahun 2026; dan

b. Instrumen evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

dan Pembangunan Daerah.
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Pasal 5

(1) Dokumen RPD disusun

penyusunan sebagai berikut:

dengan sistematika

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

BAB VI

BAB VII

BAB VIII

BAB IX

PENDAHULUAN

GAMBARAN UMUM

KERANGKA KEUANGAN DAERAH

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

TUJUAN DAN SASARAN

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN

PROGRAM PERANGKAT DAERAH

; KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

DAERAH

:PENUTUP

(2) Naskah RPD Tahun 2025-2026 sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dimuat dalam Lampiran yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

ditetapkan di kolaka

pada tanggal

BUPATI KOLAKA

No PARAF KOORDINASI PAF Ah

1 r/r y
2 N

3 Ai\U
^
v-^

4
HI,

5 n
6 -t- ANDI MAKKAWARU ISA ZARNY JASSIN

diundangkan di kolaka

pada tanggal AO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA

r
MUHAMI« AD BAKRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2024

NOMOR d


